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A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas Pembuktian Cyber Crime Dalam
Perspektif Hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Upaya — upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana

di dunia maya adalah :

a. Dalam rangka mengungkap tindak pidana dunia maya,
penyidik POLRI dapat berkerja sama dengan penyidik
negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti, dimana
dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai
bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas
kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan
oleh terdakwa.

b. Menggunakan keterangan atau pendapat para ahli telematika
yang mempunyai keahlian di bidangnya, dengan keterangan
yang didapat tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi
hakim dalam memutus suatu perkara berdasar alat bukti
yang ada.

c. Dengan mengumpulkan dan mengamankan barang bukti
digital untuk di analisa lebih lanjut agar dapat dipertanggung

jawabkan di persidangan.



d. Dengan melakukan pendekatan teknologi kepada aparat
penegak hukum dan masyarakat, supaya dalam menangani
kasus tindak pidana dunia maya tidak gagap teknologi dan

dapat menyelesaikannya dengan pendekatan teknologi.

2. Kendala—kendala yang dihadapi oleh Penegak hukum dalam
pembuktian tindak pidana di dunia maya adalah :

a. Kelemahan lain ada pada perangkat digital forensik (lab
komputer forensik mabes POLRI) yang belum dimiliki
secara menyeluruh oleh POLRI di setiap daerah, mengingat
penting keberadaannya dalam  mencegah, maupun
menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Cyber Crime.

b. Kejahatan dunia maya ini sering melibatkan antar negara
(transnasional) dan tidak mengenal batas wilayah
(borderless), dan diluar yurisdiksi hukum Indonesia, dalam
hal ini POLISI dan atau interpol kesulitan dalam melakukan
penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku/ operator yang
sangat cerdik dalam menjalankan setiap modus
kejahatannya.

c. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal
pengetahuannya tentang teknologi digital,kode-kode digital

ditingkat POLRI, jaksa, hakim, sehingga dalam menangani



tindak pidana dunia maya mengalami hambatan dalam
pembuktian.

d. Masih lemahnya peraturan Undang-undang yang mengatur
tindak pidana di dunia maya, dan faktor ini yang dapat
dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dunia maya
untuk mencari celah-celah hukum agar lolos dari jerat

hukum.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang ada selama penelitian maka disarankan
kepada para pengguna internet agar mematuhi norma-norma serta harus
beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya. Selain itu saran juga
ditujukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah Indonesia
melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi agar meningkatkan kinerja
dibawah ini yakni :

1. Pembentukan Konsep Undang-Undang Yang Baru.

Perlu adanya konsep KUHP yang baru dalam Negara Kita,
karena perkembangan jaman akan menciptakan kejahatan-
kejahatan yang baru pula, sedangkan KUHP lama Negara kita
sudah tidak layak lagi. Karena tidak mencakup kejahatan-
kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan

jaman.



2. Pembentukan PP (Peraturan Pemerintah) tentang Digital
forensik, untuk mengatur pelaksanaan  Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Pasal 27-37 UU
ITE membutuhkan pembuktian.

3. IDCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team).

Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah
keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk
melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini diluar
negeri mulai dikenali dengan munculnya “sendmail worm”
(sekitar tahun 1988) yang menghentikan sistem email internet
kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency
Response Team (CERT). semenjak itu di Negara lain mulai juga
dibentuk CERT untuk menjadi point of contact bagi orang untuk
melaporkan masalah keamanan. IDCERT merupakan CERT
Indonesia.

4. Hendaknya Sumber Daya Manusia terutama aparat penegak
hukum perlu ditingkatkan pengetahuannya di bidang teknologi
informasi dan digital forensik, sehingga dapat menyelesaikan
segala permasalahan khususnya yang berhubungan dengan

kejahatan dunia maya (Cyber Crime).
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